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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN  DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

merupakan satuan kerja perangkat daerah  Kab. Luwu Utara yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam  menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan  di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan dan permukiman.  

Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan dalam Peraturan Bupati tersebut adalah perumusan dan 

penetapan kebijakan dinas, penyusunan rencana strategis dinas, 

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program, dan 

menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan dinas. 

2.1.1. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor  13    Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian 

Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, dalam 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Susunan dan Struktur 

Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan terdiri atas : 

1). Kepala Dinas ; 

2). Sekretariat terdiri atas : 

a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 

3). Bidang Perumahan, terdiri atas : 

a. Seksi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan; 
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b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan; dan 

c. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan. 

4). Bidang Permukiman terdiri atas; 

a. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman; dan 

c. Seksi Perkotaan dan Perdesaan. 

5). Bidang Pertanahan terdiri atas; 

a. Seksi Pengendalian, Pemanfaatan & Pengawasan Tanah;  

b. Seksi Inventaris Tanah; dan 

c. Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah. 

6). Jabatan Fungsional 

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Bagan 2. Struktur  Organisasi  Dinas  Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (terlampir) 

2.1.2 Uraian Tugas  

1). Kepala dinas. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, 

mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan 

mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan 

pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan; 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 
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c. Penyelenggaraanurusan pemerintahan daerah 

danpelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

e. Pembinaan, Pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian 

dan pengawasan program dan kegiatan dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.; 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Uraian Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

b. Merumuskan  dan  melaksanakan  visi  dan  misi dinas untuk 

mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati; 

c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana 

Kinerja (RENJA) dinas; 

d. Merumuskan program    dan   kegiatan    pada Sekretariat, 

Bidang  Perumahan, bidang Permukiman dan bidang 

Pertanahan; 

e. mengoordinasikan  dan  merumuskan  LPPD,  LKPJ, LAKIP 

dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang 

tugasnya; 

f. Mengendalikan  administrasi  keuangan  dan  aset daerah  di  

lingkup  tugasnya  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPR KP2   2016-2021   BAB II 

 

Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan  - 11 - 

 

g. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat, Bidang Perumahan, bidang Permukiman dan 

bidang Pertanahan; 

h. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

pengawasan dan pengembangan perumahan, kawasan 

permukiman dan pertanahan; 

i. Menyelenggarakan program pembangunan sarana dan 

prasarana perumahan dan kawasan permukiman jangka 

panjang, menengah kabupaten dengan mengacu kepada 

RPJP dan RPJPM nasional dan provinsi; 

j. Melaksanakan pengelolaan peremajaan perbaikan 

permukiman kumuh nelayan; 

k. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau 

Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

l. Mengevaluasi      pelaksanaan      tugas      dan 

menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta 

mencari alternatif pemecahannya; 

m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang 

berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

pimpinan; 

o. Melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi terkait 

lainnyasesuai dengan lingkup tugasnya; 

p. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan 

mengevaluasi hasil kerja  bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku; 

q. Menyampaikan laporanhasil pelaksanaan tugas kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

2). Sekretariat 

Sekretariat terdiri atas 3 (Tiga) subbagian : 

a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi 

petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan operasional administrasi perencanaan 

dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut diatas, 

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perencanaan operasional subbagian umum, kepegawaian 

dan keuangan, subbagian perencanaan dan pelaporan; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan subbagian umum, 

kepegawaian dan keuangan, subbagian perencanaan dan 

pelaporan; 

c. Pengelolaanurusansubbagian umum, kepegawaian dan 

keuangan,  subbagian perencanaan dan pelaporan;; 

d. Pembinaan dan Pengoordinasianpelaksanaan tugas bidang, 

d a n  subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, 

subbagian perencanaan dan pelaporan; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas 

subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, subbagian 
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perencanaan dan pelaporan; 

f. Pelaksanaan fungsi kedinasanlainnyayang diberikan oleh 

atasansesuai dengan tugas danfungsinya. 

Uraian tugas Sekretaris yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi 

kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, 

pelaporan dan urusan rumah tangga; 

b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan tugas  Subbag   umum, kepegawaian dan 

keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan; 

d. Mengoordinasikan   setiap   bidang   dalam perumusan dan 

penyusunan  LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk  

pelaporan  lainnya  sesuai  bidang tugasnya; 

e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat; 

f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah 

di lingkup dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan   

mengevaluasi   program   dan   pelaporan dinas; 

h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan 

pada dinas; 

i. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), 

analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) 

dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas; 

j. Melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian 

lingkup dinas; 
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k. Melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, 

mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan 

prasarana di lingkup dinas; 

l. Mengelola   administrasi   dan   penatausahaan keuangan 

dinas; 

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan dilingkup tugasnya  serta mencari alternatif 

pemecahannya; 

n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaatasan; 

o. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara 

lingkup dinas;  

p. membagitugas, member petunjuk, menilai dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan, agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

q. Menyampaikan   laporan   pelaksanaan   tugas kepadaatasan; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

2.1). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok 

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, 

memberi petunjuk, membagi tugas, Mengoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi 

umum, kepegawaian dan keuangan. 

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian 

Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPR KP2   2016-2021   BAB II 

 

Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan  - 15 - 

 

a. Perencanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian 

dan keuangan; 

b. Pelaksanaan kegiatan subbagian umum, 

kepegawaian dan keuangan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian 

umum , kepegawaian dan keuangan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan subbagian umum dan kepegawain; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

subbagian umum, kepegawain an keuangan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum, 

Kepegawaiandan Keuangan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan subbagian umum, 

kepegawaian dan keuangan; 

b. Melaksanakan kegiatan subbagian umum, 

kepegawaian dan keuangan;  

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaankegiatan subbagian umum, kepegawaian 

dan keuangan; 

d. Mengatur   pelaksanaan   administrasi   persuratan  

sesuai  dengan  ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) 

yang berlaku; 
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e. menyusun kebutuhan pegawai melalui pemetaan dan 

pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis 

beban kerja (abk) lingkup dinas; 

f. melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan (evjab) 

dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas; 

g. Mendistribusikan dan memelihara  sarana  dan  

prasarana  di lingkungan dinas; 

h. melaksanakantugas kehumasan dan protokoler 

dinas; 

i. melaksanakanurusanadministrasikepegawaiandi 

lingkupDinas; 

j. melaksanakanpenyusunanSasaran Kinerja Pegawai 

(SKP); 

k. Melaksanakanadministrasiasetdaerahdilingkup 

tugasnyasesuai dengan ketentuanyangberlaku; 

l. Meneliti  kelengkapan  SPP-LS  pengadaan  barang dan 

jasa; 

m. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan 

SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan 

lainnya; 

n. Melakukan verifikasi SPJ; 

o. Menyiapkan dan meneliti SPM; 

p. Mengelola administrasi perjalanan dinas; 

q. Menyusun   segala   bentuk   pelaporan   keuangan 

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku; 

r. Melaksanakan  pengelolaan  gaji  dan  tunjangan 

pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap; 
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s. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi 

keuangan berbasis akrual dilingkup dinas sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku; 

t. Mempelajari,     memahami     dan     melaksanakan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

v. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil 

negara lingkup subbagian umum, kepegawaian dan 

keuangan ; 

w. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

y. Melaksanakan    tugas kedinasan   lainnya   yang 

diberikan oleh atasan. 

 

2.2). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi 

petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan operasional administrasi 

subbagian perencanaan dan pelaporan. 
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Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan; 

b. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan 

Pelaporan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan 

pelaporan; 

b. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan 

pelaporan; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan subbagian perencanaan 

dan pelaporan; 

d. Menghimpun, menyiapkan, mengoordinasikan, 

memfasilitasi dan menyusun rencana strategis 

(RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) dinas; 
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e. Menyiapkan, Mengoordinasikan, memfasilitasi 

bahanPenyusunan LPPD, LKPJ; 

f. Meyiapkan, Mengoordinasikan, memfasilitasi dan 

menyusunSAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya 

lingkup dinas; 

g. Menghimpun,  mensinkronisasikan,   dan   menyusun 

perencanaan program dan   kegiatan   serta   anggaran 

dari masing-masingbidang; 

h. Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan 

anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA) dari setiapbidang; 

i. Menghimpun dan menganalisa bahan pelaporan dari 

setiap bidang; 

j. Menghimpun dan menganilasa data capaian realisasi 

fisik dan anggaran dari setiap bidang; 

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya 

serta mencari alternatif pemecahannya; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

m. Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil 

negara lingkup subbagian perencanaan dan 

pelaporan ; 

n. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

p. Melaksanakan   tugas   kedinasan   lainnya   yang 
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diberikan oleh atasan. 

3). Bidang Perumahan 

Bidang Perumahan terdiri atas : 

a. Seksi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan; dan 

c. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan. 

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, 

mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang 

Perumahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut diatas Kepala 

Bidang Perumahan mempunyai  fungsi sebagai berikut : 

a. Perencanaan program dan kegiatanbidang Perumahan; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang  Perumahan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Perumahan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan lingkup bidang Perumahan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang Perumahan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  atasan  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Perumahan; 

b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Perumahan; 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas aparatur pada bidang Perumahan;  

d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 
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pelaksanaanprogram dan kegiatan bidangPerumahan; 

e. Melaksanakan perencanaan dan standarisasi perumahan; 

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan; 

g. Melaksanakan pengembangan kawasan perumahan; 

h. Memfasilitasi perumusan kebijakan skala prioritas, standar 

teknik dan konsep pembangunan perumahan; 

i. Melaksanakan pengawasan dan menyusun  laporan 

penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan 

kegiatan pengendalian dan pengembangan kawasan 

perumahan; 

j. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja 

terkait; 

k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

l. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

n. Melaksanakantugas   kedinasan   lainnya   yang diberikan 

oleh atasan. 

3.1). Seksi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan 

Seksi Perencanaan dan Standarisasi Perumahan dipimpin 

oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, 

mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, 

dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi 

Perencanaan dan Standarisasi Perumahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi 

Perencanaan dan Standarisasi Perumahan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 
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a. Perencanaankegiatanseksi Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Perencanaan dan Standarisasi Perumahan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Perencanaan dan Standarisasi 

Perumahan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Perencanaan dan Standarisasi Perumahan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Seksi Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaankegiatan seksi. Perencanaan dan 

Standarisasi Perumahan; 

d. Melaksanakan survey dan pendataan terhadap 

rencana bangunan perumahan; 

e. Mengelola database perumahan meliputi data base 

rumah layak huni dan harga rumah layak huni; 
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f. Melaksanakan pelayanan informasi perumahan 

meliputi teknis perijinan, penyediaan lahan, kriteria 

rumah layak huni dan pemberian bantuan; 

g. Melaksanakan penyusunan standar teknik 

pembangunan perumahan. 

h. Melaksanakan penyusunan standar teknik 

pembangunan perumahanMemberikan saran dan 

pertimbangan teknis kepada atasan; 

i. Melaksankan penyusunan pola-pola dan konsep 

pembangunan perumahan yang meliputi aspek 

sosial, aspek fisik, ekonomi dan budaya; 

j. Melaksanakan perencanaan prasarana, sarana dan 

utilitas umum (PSU) Perumahan; 

k. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

m. Melaksanakantugas   kedinasan   lainnya   yang 

diberikan oleh atasan. 

3.2). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dipimpin 

oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, 

Merencanakan, melaksanakan, Mengoordinasikan, 

mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, 

dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengawasan 

dan Pengendalian Perumahan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Perencanaankegiatanseksi Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Perumahan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Perumahan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Perumahan; 
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d. Melaksanakan pendataan semua bangunan 

perumahan; 

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada 

pengembang perumahan; 

f. Melaksanakan penertiban bangunan rumah yang 

dibangun di atas lahan yang tidak diperuntukkan bagi 

bangunan rumah; 

g. Melaksanakan pengawasan bangunan perumahan; 

h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

i. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

k. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan. 

3.3). Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan 

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dipimpin oleh 

kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, 

melaksanakan, Mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas seksi Pengembangan Kawasan 

Perumahan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, 

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. PerencanaankegiatanseksiPengembangan Kawasan 

Perumahan; 
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b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Kawasan 

Perumahan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Pengembangan Kawasan Perumahan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Pengembangan Kawasan Perumahan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Pengembangan Kawasan Perumahan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan 

Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan 

Kawasan Perumahan; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengembangan 

Kawasan Perumahan; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Kawasan 

Perumahan; 

d. Melaksanakan pendataan kawasan perumahan; 

e. Melaksanakan kebijakan pengelolaan dan kerjasama 

dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) 

dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); 

f. Melaksanakan Pengendalian dan penanganan 

kawasan perumahan; 

g. Melaksanakan pengelolaan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial kawasan perumahan; 
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h. Melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan kawasan Perumahan; 

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

j. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

l. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan. 

 

4). Bidang Permukiman 

Bidang Permukiman terdiri dari : 

a. Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman; dan 

c. Seksi Perkotaan dan Perdesaan. 

Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, 

mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang 

Permukiman. 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut diatas Kepala 

Bidang Permukiman mempunyai  fungsi sebagai berikut : 

a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Permukiman; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Permukiman; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Permukiman; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan lingkup bidang Permukiman; 
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e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang Permukiman; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  atasan  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Permukiman; 

b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Permukiman; 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas aparatur pada bidang Permukiman;  

d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan program dan kegiatan bidang Permukiman; 

e. Menyelenggarakan Perencanaan dan standarisasi 

permukiman; 

f. Melaksanakan perumusan kebijakan skala prioritas, 

standar teknik dan konsep pembangunan permukiman; 

g. Melaksanakan pengawasan dan menyusun  laporan 

penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan 

kegiatan pengendalian dan pengembangan kawasan 

kumuh; 

h. Melaksanakan konsultasi/koordinasi dengan unit kerja 

terkait; 

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

j. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

l. Melaksanakantugas   kedinasan   lainnya   yang diberikan 

oleh atasan. 

4.1). Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman 
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Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh 

kepala seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, 

melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi 

Sarana dan Prasarana Permukiman mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Sarana 

dan Prasarana Permukiman; 

d. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Permukiman; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Sarana dan Prasarana Permukiman; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi  Sarana dan Prasarana 

Permukiman; 
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c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana 

Permukiman; 

d. Melaksanakan survey dan pendataan terhadap 

rencana permukiman; 

e. Melaksanakan pengelolaan database permukiman 

meliputi data base permukiman kumuh; 

f. Melaksanakan pembangunan penyediaan sarana dan 

prasarana di lingkungan permukiman; 

g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

h. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugaskepada 

atasan; 

j. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan. 

 

 

4.2). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman 

dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas memimpin, 

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, 

mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, 

dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Pengawasan 

dan Pengendalian Permukiman. 
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Permukiman mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Perencanaankegiatanseksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Permukiman; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Permukiman; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Pengawasan dan Pengendalian Permukiman; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Pengawasan dan 

Pengendalian Permukiman; 
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d. Melaksanakan pembinaan penyuluhan tentang 

rumah sehat; 

e. Melaksanakan pengawasan terhadap permukiman 

kumuh; 

f. Melaksanakan pengendalian dan penanganan 

kawasan kumuh; 

g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

h. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

j. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan 

4.3). Seksi Perkotaan dan Pedesaan 

Seksi Perkotaan dan Pedesaan dipimpin oleh kepala seksi 

mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, 

melaksanakan, Mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas seksi Perkotaan dan Pedesaan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi 

Perkotaan dan Pedesaan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Perencanaankegiatanseksi Perkotaan dan Pedesaan; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Perkotaan dan Pedesaan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Perkotaan dan Pedesaan; 
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d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Perkotaan dan Pedesaan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Perkotaan dan Pedesaan; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud diatas, Kepala Seksi Perkotaan dan Pedesaan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Perkotaan dan 

Pedesaan; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Perkotaan dan 

Pedesaan; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Perkotaan dan Pedesaan; 

d. Melaksanakan pendataanterkait kebijakan fasilitas 

pelaksanaan pengembangan perkotaan dan 

pedesaan; 

e. melaksanakan fasilitasi Pengembangan Sarana 

Perkotaan dan Pedesaan; 

f. Melaksanakaan penyusunan pedoman 

Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan; 

g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

kebijakan teknis penyelenggaraan manajeman 

perkotaan dan pedesaan; 

h. Melaksanakan pembangunan peningkatan kualitas 

perumahan perkotaan dan pedesaan; 
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i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

j. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

l. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan 

 

5). Bidang Pertanahan 

Bidang Tata Ruang terdiri dari : 

a. Seksi Pengendalian, Pemanfaatan & Pengawasan Tanah;  

b. Seksi Inventaris Tanah; dan 

c. Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah. 

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, 

mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang  

Pertanahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut diatas Kepala 

Bidang Pertanahan mempunyai  fungsi sebagai berikut : 

a. Perencanaan program dan kegiatan bidang Pertanahan; 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pertanahan; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Pertanahan; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan 

kegiatan lingkup bidang Pertanahan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

bidang Pertanahan; 
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f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  atasan  

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian Tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan program dan kegiatan bidang Pertanahan; 

b. Melaksanakan program dan kegiatan bidang Pertanahan; 

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

tugas aparatur pada bidang Pertanahan;  

d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaanprogram dan kegiatan bidang Pertanahan; 

e. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang 

Peraturaan Pertanahan; 

f. Melaksanakan pengawasan dan menyusun  laporan 

penyajian data dan informasi terhadap pertanahan tata 

ruang dan lahan pertanahan; 

g. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 

daerah; 

h. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan 

santunan tanah untuk pembangunan; 

i. Melaksanakan inventarisasi, pengendalian, pengawasan 

pemanfaatan tanah; 

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 

k. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

5.1). Seksi Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan 

Tanah 
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Seksi Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah 

dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas Memimpin, 

Merencanakan, melaksanakan, Mengoordinasikan, 

mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, 

dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi 

Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian, Pemanfaatan 

dan Pengawasan Tanah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan kegiatan seksi Pengendalian, 

Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian, 

Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi 

Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Pengendalian, Pemanfaatan dan 

Pengawasan Tanah; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi 

Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
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a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian, 

Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Pengendalian, 

Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah.; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Pengendalian, 

Pemanfaatan dan Pengawasan Tanah; 

d. Melaksanakan penyusun draft rencana kegiatan 

penggunaan tanah; 

e. Melaksanakan Koordinasi terhadap rencana letak 

kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; 

f. Melaksanakan sosialisasi rencana letak kegiatan 

pemanfaatan tanah dengan instansi terkait; 

g. Melaksanakan penerbitan izin membuka tanah; 

h. Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian 

pemanfaatan tanah;  

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

j. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

l. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan. 

5.2). Seksi Inventarisasi Tanah 

Seksi Inventarisasi Tanah dipimpin oleh kepala seksi 

mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, 

melaksanakan, Mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, 
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mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas seksi Inventarisasi Tanah. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Seksi Inventarisasi Tanah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perencanaan kegiatan seksi Inventarisasi Tanah; 

b. Pelaksanaan kegiatan seksi Inventarisasi Tanah; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi . 

Inventarisasi Tanah; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Inventarisasi Tanah; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Inventarisasi Tanah; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi 

Inventarisasi Tanah mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Inventarisasi Tanah; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Inventarisasi Tanah; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Inventarisasi Tanah; 

d. Melaksanakan inventarisasi tanah asset daerah; 

e. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah 

kosong dalam daerah; 

f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi peta 

pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, 
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peta persediaan tanah, RTRW dan rencana 

pembangunan; 

g. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengadaan 

tanah dari satuan kerja untuk kepentingan 

pembangunan; 

h. Melaksanakan sosiaisasi peraturan Pertanahan; 

i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

j. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

l. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan.  

 

5.3). Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 

Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah dipimpin oleh kepala 

seksi mempunyai tugas Memimpin, Merencanakan, 

melaksanakan, Mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, 

mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan 

penyelenggaraan tugas seksi Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perencanaan kegiatan seksi Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah; 
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b. Pelaksanaan kegiatan seksi Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah; 

c. Pembinaan dan pembagian tugas pada seksi Sengketa 

dan Ganti Rugi Tanah; 

d. Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan 

kegiatan seksi Sengketa dan Ganti Rugi Tanah; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

Sengketa dan Ganti Rugi Tanah; 

f. Pelaksanaan    fungsi    lain    yang diberikan  oleh  

atasan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Sengketa 

dan Ganti Rugi Tanah mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Sengketa dan Ganti 

Rugi Tanah; 

b. Melaksanakan kegiatan seksi Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah; 

c. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan seksi Sengketa dan Ganti Rugi 

Tanah; 

d. Menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan 

sengketa tanah; 

e. Melaksanakan pencegahan meluasnya dampak 

sengketa tanah; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan 

menetapkan langkah-langkah penanganan 

penyelesaian sengketa tanah; 
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g. Melaksanakan fasilitasi musyawarah antar pihak-

pihak yang bersengketa untuk mendapatkan 

kesepakatan; 

h. Melaksanakan fasilitasi, mediasi pengadaan tanah. 

i. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum 

j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada 

atasan; 

k. Membagi  tugas,  memberi  petunjuk,  menilai  dan 

mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

atasan; 

m. Melaksanakan    tugas    kedinasan    lainnya    yang 

diberikan oleh atasan. 

 

 

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

2.2.1. Data Personalia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan 

1) Keadaan Pegawai 

Keadaan pegawai dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan menurut kepangkatan sebagai 

berikut: 

 Pembina /Golongan IV  = 2 Orang 

 Penata/Golongan III  =  22 Orang 

 Pengatur/Golongan II  =  4 Orang 

 Juru / Golongan I = 1 Orang 
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Jumlah =  29  Orang 

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan: 

 Sarjana (S2)  = - Orang 

 Sarjana (S1)  =  24   Orang  

 Diploma III (D.3)  =  - Orang 

 SLTA  dan Sederajat =    4 Orang 

 SMP dan Sederajat =    1 Orang 

Jumlah =    29 Orang 

Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) berjumlah = 7 Orang 

 

2.2.2. Data Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

1) Bidang Perumahan 

Data Infrastruktur Bidang Perumahan sampai dengan Tahun 

2016 : 

a. Kompleks Perumahan :   20 unit 

b. Rumah : unit 

c. Rumah Ibadah : unit 

d. Jalan Lingkungan : M 

e. Drainase : M 

f. Air Bersih : M 

g. Landscape/Taman : unit 

 

2) Bidang Permukiman 

Data infrastruktur Bidang Permukiman sampai dengan tahun 

2016 : 

a. Kawasan Permukiman : unit 

b. Rumah : unit 
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c. Rumah Ibadah : unit 

d. Jalan Lingkungan : M 

e. Drainase : M 

f. Air Bersih : M 

g. Landscape/Taman : unit 

 

3) Bidang Pertanahan 

Data Jumlah Luas Tanah Aset Daerah Bidang Pertanahan 

sampai dengan tahun 2016 :  

a. Tanah untuk Perkantoran :      Ha 

b. Tanah untuk Sekolah : Ha 

c. Tanah untuk DMJ : Ha 

d. Tanah untuk Taman/RTH : Ha 

e. dll : Ha 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor 

penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas 

lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja 

infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing 

global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan daya saing 

usaha.Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur kedepan 

adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersedian infrastruktur 

yang berkualitas dan kinerja yang semakin dapat diandalkanagar daya 

tarik dan daya saing Luwu Utara dalam konteks nasional dapat membaik. 

Dengan demikian tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah 

bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang 
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berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik 

dan daya saing Luwu Utara dalam konteks lokal, maupun nasional dapat 

terus meningkat, demikian pula infrastruktur yang berperan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah 

diharapkan akan dapat terus mendorong percepatan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. 

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan 

infrastruktur, khususnya di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis 

serta sulitnya pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan 

infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan 

infrastruktur. 

 

2.3.1 Urusan Perumahan  

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin 

bertambah dan semakin meningkatnya sektor-sektor usaha di 

perkotaan, mengakibatkan kebutuhan suatu tempat hunian yang 

lebih layak semakin sulit. Berdasarkan Tabel 1 jumlah rumah di 

Kabupaten Luwu Utara semakin bertambah dari tahun ke tahun. 

Namun untuk rumah yang tidak layak huni belum teridentifikasi 

dari tahun 2011 s.d 2013 sehingga pada tahun 2014 dilakukan 

pendataan rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR). 

Berdasarkan pendataan rumah kurang/tidak layak huni tahun 

2014 tersebut sebanyak 3.375 unit rumah yang masuk kategori 

rumah tidak layak huni dari masyarakat penghasilan rendah yang 

tersebar di 176 desa/kelurahan. 
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Tabel 1  

Rumah Tidak Layak Huni Kab. Luwu Utara Tahun 2011-2015 

No Bidang/Urusan Satuan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah rumah 
layak huni 

unit  23.110    

2 Jumlah rumah 

tidak layak huni 
unit  11.723  15.850 15,85 

3 Jumlah seluruh 
rumah 

unit      

 Rumah layak huni %      

 
Sumber : Dinas PU, Tahun 2014 

Rumah layak huni yang terdata tahun 2014 tersebut akan ditangani 

secara bertahap melalui program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat atau melalui anggaran Dinas Tata Ruang dan 

Perumahan dan Pemukiman Propinsi Sulawesi Selatan maupun 

melalui APBD Kabupaten Luwu Utara 

2.3.2 Urusan Permukiman 

Di Kabupaten Luwu Utara terdapat lingkungan permukiman 

kumuh sebagaimana SK Bupati Nomor 188.4.45 / 02 / Bappeda / 

2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan 

Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Luwu 

Utara. Pada tahun 2013 luas lingkungan permukiman kumuh 42,30 

ha. Selanjutnya akan dilaksanakan up dating lingkungan 

permukiman kumuh, pendataan dilakukan berdasarkan titik-titik 

kumuh di Kabupaten Luwu Utara. Upaya pemerintah untuk 

menurunkan persentase pemukiman kumuh akan menjadi 

perhatian dan akan dilaksakan secara bertahap dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 
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Tabel 2  
Lingkungan Pemukiman Kumuh Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2011-2015 (Sumber : Bappeda, Tahun 2013) 

 

No Bidang/Urusan Satuan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Luas Lingkungan 
Permukiman 
Kumuh 

Ha   42,30 42.30 42.30 

2 Luas Wilayah Ha      

 Lingkungan 
Permukiman 
Kumuh 

%      

 

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti 

telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuia dengan visi misi 

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, serta berpedoman 

kepada aturan-aturan yang berlaku, maka tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahanselama 5 (lima) tahun kedepan dapat 

digambarkan seperti di bawah ini dalam pencapaian visi dan misi Dinas. 

 

2.4.1. Tantangan  

a. Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) 

Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman serta 

penempatan SDM aparatur. 

b. Belum adanya basis data yang terpadu pada masing-masing 

bidang yang ditangani dengan system informasi penataan 

lingkungan perumahan dan permukiman 
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c. Belum optimalnya pengelolaan Penataan Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman. 

d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendaliaan Lingkungan 

Perumahan dan Permukiman. 

2.4.2  Peluang  

a. Adanya tuntutan penyelenggaraan good governance yang 

efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin 

tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan 

pembangunan; 

b. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat 

menunjang dalam penyusunan database yang menjadi dasar 

dalam perencanaan penataan lingkungan perumahan dan 

permukiman. 

c. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan 

IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan 

bagi pengembangan profesionalisme; dan 

d. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan 

informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

e. Telah diperdakannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Luwu Utara sehingga harus menjadi acuan dalam 

pembangunan, dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi 

hal yang mutlak dalam upaya untuk lebih mengefektifkan 

fungsi penataan ruang sebagai pendekatan strategis dalam 

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang 

kehidupan yang aman, nyaman, produktf, dan berkelanjutan 

sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan; 
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Bagan 2. Struktur  Organisasi  Dinas  Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

DINAS 

SEKRETARIS 

SUB. BAGIAN UMUM, 

KEPEGAWAIAN & 

KEUANGAN 

SUB. BAGIAN 

PERENCANAAN & 

PELAPORAN 

BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN 

SEKSI PERENCANAAN 

&STANDARISASI  PERUMAHAN 

SEKSI PENGAWASAN & 

PENGENDALIAN PERUMAHAN 

SEKSI PENGEMBANGAN 

KAWASAN PERUMAHAN 

SEKSI SARANA & PRASARANA 

PERMUKIMAN  

SEKSI PENGAWASAN & 

PENGENDALIAN PERMUKIMAN  

SEKSI PERKOTAAN DAN 

PEDESAAN 

SEKSI PENGENDALIAN, 

PEMANFAATAN & PENGAWASAN 

TANAH  

SEKSI INVENTARISASI TANAH 

SEKSI SENGKETA DAN GANTI 

RUGI TANAH 

JABATAN FUNGSIONAL 
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